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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai inkonsistensi dan permasalahan hukum yang terjadi setelah

diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan Undang-Undang

Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum didirikannya badan

hukum perorangan untuk usaha mikro dan kecil (PT UMK). Hal ini bertujuan untuk memberikan

kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.

Di sisi lain pengaturan PT UMK dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan timbulnya konflik

hukum antara hakikat “perjanjian” dan hakikat “persekutuan” pada Perseroan Terbatas dengan konsep

pendiri tunggal pada PT UMK. Penambahan ketentuan mengenai PT UMK juga mengakibatkan

inkonsistensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Permasalahan lain yang timbul juga terletak pada

dihilangkannya peran notaris sebagai verifikator dalam proses pendirian PT UMK yang dapat menimbulkan

berbagai permasalahan hukum dikemudian hari. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan

metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis juga dilakukan dengan

membandingkan antara konsep Perseroan Terbatas dan peran notaris pada PT UMK dengan Single Member

Limited Liability di Jerman. Jerman dipilih sebagai negara pembanding karena Jerman merupakan salah satu

negara penganut sistem hukum civil law yang telah mengaplikasikan pendiri tunggal dengan konsep yang

berbeda dengan PT UMK di Indonesia. Hasil analisis adalah menyarankan ketentuan Pasal 153A sampai

dengan Pasal 153J pada UU Cipta Kerjadicantumkan pada Peraturan Pemerintah PT UMK untuk

menghindari inkonsistensi pada UUPT, diwajibkannya pengurusan pernyataan pendirian PT UMK dengan

bantuan jasa notaris dan juga menambahkan ketentuan mengenai pengurus pengganti pada pernyataan

pendirian dalam hal pendiri tunggal tidak bisa melanjutkan pengurusan PT UMK.

<hr>

This research discusses inconsistency and legal issues that occur after the promulgation of Law no. 11 of

2020 concerning Job Creation. The amendment to the Limited Liability Company Law through the Job

Creation Law became the legal basis for the establishment of a single individual limited liability company

for micro and small enterprises (PT UMK). This aims to provide convenience for micro and small

businesses to establish a business entity in the form of a Limited Liability Company. On the other hand the

regulation of PT UMK in the Job Creation Law results in legal conflicts between the essence of "agreement"

and the essence of "partnership" in a limited liability company with the concept of a single founder of PT

UMK. The addition of provisions regarding PT UMK also resulted in inconsistencies in the Limited

Liability Company Law. Another problem that arises lies in the elimination of the role of a notary as a

verificator in the process of establishing PT UMK which can cause various legal problems. To describe

these problems, a normative legal research method is used with descriptive research type. The analysis was

also carried out by comparing the concept of limited liability company and the role of a notary between PT

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20513087&lokasi=lokal


UMK and single member limited liability company in Germany. Germany was chosen as the country of

comparison because Germany is a country that adheres to the civil law legal system that has applied a single

founder limited liability company with a different concept from PT UMK in Indonesia.The results of the

analysis are suggesting that the provisions of Article 153A to Article 153J of the Job Creation Law are

included in the Government Regulation regarding PT UMK instead to avoid inconsistencies in the Limited

Liability Company Law, requires the preparation of a statement of establishment of PT UMK through a

notary service as mandatory and also adding provisions regarding management replacement in the statement

of establishment in case the single founder unable to continue the management of PT UMK.


